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2ABSTRAKSI
Patrimonialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) di
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. Akbar Mahenra, Nim: E111 07
030, Program Studi Ilmu Politik dibawah bimbingan Dr. Gustiana
A.Kambo M.Si dan A. Ali Munanto, S.Ip, M.Si
Kekuasaan patrimonalisme terus berlangsung dan dipertahankan
dalam pola-pola tertentu yang sejatinya adalah merupakan bagian dari
dinamika demokratisasi lokal yang berkembang di Jeneponto. Begitu
pula dengan keputusan-keputusan politik dalam kehidupan masyarakat
Jeneponto lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh peran seorang
Karaeng.  legitimasi kepemimpinan karaeng bisa lebih kokoh daripada
bentuk kepemimpinan birokratif yang cenderung legal dan formalistik.
Pemilukada di Kabupaten Jeneponto digelar tanggal 18 September
2013, beberapa nama yang marak diperbincangkan; AFR (Ashri Faksiri
Radjamilo) ,SIAP (Iksan Iskandar Karaeng Ninra),Sahabat petani (Mahlil
sikki), BISA (Mulyadi). Dua keturunan kerajaan bersaing ketat. Keturunan
Kerajaan Binamu, Ikhsan Iskandar Kr. Ninra bahkan dinilai dari awal
berpotensi menyalip keturunan Kerajaan Bangkala Ashari Fakshsiri
Rajamilo Kr. Raja. Seperti diketahui, kultur masyarakat Jeneponto dikenal
erat memegang kultur primordial dalam memilih pemimpin, utamanya
kepala daerah
Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh liku disuhu
yang panas, akhirnya KPU Kabupaten Jeneponto pada Selasa,24
Sepetember 2013 menetapkan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati
Jeneponto Drs.H. Ikhsan Iskandar,M.Si dan H.Mulyadi Mustamu,SH
(SIAP-BISA) berhasil memenangkan kompetisi pemilukada dengan
perolehan suara 102.499 atau 51,31 % menyusul Dr.Ashari Fakshirie
Radjomilo,M.Si dan H. Mahlil Sikki,SE,MP (AFR-MAKI) dengan perolehan
suara 89.511 atau 44,81 % dan terakhir Drs.H.Syuaib Mallombasi,MM dan
H.Andi Mappatunru,SH,MH (SMART-PILAR) dengan perolehan suara
7.743 atau 3,87 % dengan jumlah partisifasi pemilih 199.753 orang pada
627 TPS .Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif
analisis, Konsep yang dipakai Teori Struktuasi Antony Giddens dan
Konsep Patrimonialisme Politik. Pengumpulan data melalui wawancara
mendalam dan Arsip/Dokumen.
Dari hasil penelitian penulis mendapat kesimpulan penelitian,
Kekalahan Ashri Faksiri Radjamilo selaku anak mantan Bupati Jeneponto
dalam pemilihan bupati memberikan gambaran jelas tentang
partimonialisme tidak serta merta menjadi strategi kemenangan
mendulang suara di Jeneponto, meskipun secara budaya kekeluargaan
begitu kental, namun dalam menentukan pilihan masyarakat Jeneponto
mulai melihat figur calon yang memiliki nilai kapasitas dan kapabilitas
dalam figur Ikhsan Kr. Ninra dianggap sebagai tokoh bersih, cerdas dan
berpengalaman menangani birokrasi
Kata Kunci : Patrimonialisme
3ABSTRACT
Patrimonialism In local elections (Regent) in Jeneponto Year 2013.
Akbar Mahenra , Nim : E111 07 030 , Political Science Program under
the guidance of Dr . Gustiana A.Kambo Munanto M.Si and A. Ali , S.
Ip , M.Si
Patrimonalisme power continued and maintained in certain patterns
, which in essence is a part of the evolving dynamics of local
democratization in Jeneponto . Similarly, political decisions in public life
Jeneponto more influenced and determined by the role of a Karaeng .
Karaeng leadership legitimacy could be more sturdy than bureaucratic
leadership that tends to form a legal and formalistic . Moreover Jeneponto
society known as community bonded in a patron - client claims . The
patterns of influence Karaeng leader based on the ownership of a lot of
social power .
General Election in Jeneponto held on 18 September 2013 , a few
names are rife discussed ; AFR ( Ashri Faksiri Radjamilo ) , READY (
Iksan Iskandar Karaeng Ninra ) , Friends of the farmers ( Mahlil Sikki ) ,
CAN ( Mulyadi ) . Two competing royal descent . Descendants kingdom
Binamu , Ikhsan Iskandar Kr . Ninra even assessed on the initial descent
potentially overtake the kingdom Bangkala Ashari Fakshsiri Rajamilo Kr .
King . As is known , known community culture Jeneponto tightly holding
the primordial culture in choosing the leader , the main regional head
After a long struggle and full of twists at a temperature that is hot ,
eventually Jeneponto Commission on Tuesday , 24 of September 2013
set the Regent and Vice Regent Candidate Jeneponto Drs.H. Ikhsan
Iskandar , M.Si and H.Mulyadi Mustamu , SH ( READY - CAN ) won the
election by a vote of competition 102 499 or 51.31 % following Fakshirie
Dr.Ashari Radjomilo , M.Si and H. Mahlil Sikki , SE , MP ( AFR - MAKI ) by
a vote 89 511 or 44.81 % and last Drs.H.Syuaib Mallombasi , MM and
H.Andi Mappatunru , SH , MH ( SMART - PILLAR ) by a vote 7,743 or
3.87 % by number partisifasi 627 199 753 voters at the polling stations .
This study used a descriptive qualitative research analysis ,
concept used Struktuasi Antony Giddens Theory and Concepts Politics
patrimonialism . Collecting data through in-depth interviews and Archives /
Documents .
From the results of the study authors to the conclusion of the study,
Defeat Ashri Faksiri Radjamilo as a child in the selection of the former
regent regent Jeneponto give a clear picture of partimonialisme not
necessarily be a winning strategy to gain a voice in Jeneponto , although
familial culture is so strong , however, in determining how society
Jeneponto start see figure candidates who have the capacity and
capability values in figure Ikhsan Kr . Ninra regarded as a clean character
smart and experienced to handle the bureaucracy
Keywords : patrimonialism.
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6BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah
menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan
dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural
dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah
landasan berpolitik secara sangat radikal.
Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring
dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun
kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan
umum 2009 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan
momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus
dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya
terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam
sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis
penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih
anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota ,DPD serta pemilihan umum kepala Daerah (Bupati).
Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota
legislatif maupun Bupati untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk
menjadi wakilnya. Sebuah Partai politik tidak hanya dikelola oleh satu
orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang
7terorganisir secara stabil dengan tujuan  merebut atau mempertahankan
kekuasaan.1 Keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana
mekanisme internal partai tersebut.2
Batasan mengenai partai politik dikemukakan oleh Sigmund
Neumann yang berpendapat bahwa partai politik adalah organisasai
artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam
masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada
pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing memperoleh
dukungan rakyat.3
Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat
partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang
dimilikinya. Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya
materil. Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau
menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelola
sumber daya yang dimilikinya.
Secara tidak sadar masyarakat Indonesia ternyata terus
mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas
berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu
kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu. Salah satu masalah
yang sering muncul dalam proses pemilihan kepada daerah adalah
menguatnya sentimen primordial yang lebih terikat pada persamaan etnis,
1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.161
2 Materi Kuliah Partai Politik dan Pemilu di Indonesia
3 Miriam Budiardjo 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) hal 404
8aliran, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat kedaerahan lainnya.
Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter masyarakat
yang ada di daerah juga berbeda-beda etnis, aliran, ikatan darah dan
agama, yang ternyata juga dapat mempengaruhi preferensi (pilihan)
masyarakat untuk menentukan kepemimpinan di daerahnya, baik bupati
atau wali kota maupun gubernur. Beberapa variabel seperti latar belakang
etnis, status sosial ekonomi, golongan dan agama dapat menciptakan
suatu polarisasi pilihan politik.
Pilihan regenerasi model kekerabatan ini jelas merupakan cermin
betapa kita masih mempraktikkan model demokrasi tradisional yang
hanya percaya pada kemampuan yang dimiliki oleh calon-calon yang
segaris dengan keturunan kepala daerah. Dengan harapan kerabat ini
akan memiliki kemampuan dan kharisma yang sama dengan kepala
daerah sebelumnya. Model inipun mirip dengan praktik politik patrimonial.
Karena kepercayaan ini maka penyerahan mandat kepemimpinan lokal
hanya akan berputar di sekitar lingkaran keluarga yang memiliki garis
karier politik dan kekuasaan. Sudah tentu cara ini akan mematikan pola
regenerasi pemimpin politik modern yang berorientasi pada
profesionalisme, kapasitas intelektual, kapabilitas, integritas moral, daya
inovasi, dan kreatif dalam membangun daerah.
Model regenerasi kepemimpinan politik lokal yang berbasis pada
kekerabatan ini lambat tapi pasti akan menggeser isu demokrasi ke
aristokrasi. Wacana politik akan kian elitis karena tak ada lagi kompetisi
9yang seimbang dan fair antara calon orang biasa dan ’orang luar biasa’.
Calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan incumbent pasti akan
lebih diuntungkan ketimbang calon lain.
Kekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga
memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan mampu
mengubahnya dengan alasan kedekatan secara primordial, Jika
pendidikan politik tidak dilakukan maka perilaku masyarakat ini tidak akan
pernah menyentuh pada pemikiran-pemikiran rasional untuk menentukan
pilihannya dalam Pemilu.
Pemilukada di Kabupaten Jeneponto digelar tanggal 18 September
2013, beberapa nama yang marak diperbincangkan; AFR (Ashri Faksiri
Radjamilo) ,SIAP (Iksan Iskandar Karaeng Ninra),Sahabat petani (Mahlil
sikki), BISA (Mulyadi) dan beberapa nama yang siap untuk menjadi orang
01 maupun menjadi orang 02 di Kabupaten Jeneponto .
Kekuatan paket akan menjadi jualan utama Partai partai yang akan
mengusung para kandidat Kepala  Daerah Kabupaten Jeneponto.
Kekuatan paket ini dilandasi kekuatan figur dua sosok yang banyak
persamaan sekaligus perbedaan ini. Sosok Ashari Faksiri Radjamilo yang
agresif bakal dinamis dengan Mahlil Sikki yang hadir dengan figur
pendekatan disisi pertanian. Kekuatan figur AFR sebagai tokoh muda juga
bisa menjadi sempurna ketika bersanding dengan Mahlil sikki sebagai
representasi figur yang lebih dewasa.
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Kekuatan Akshari Faksiri Rajamilo yang akademis menyasar
pemilih rasional perkotaan, sementara kekuatan kultural  Mahlil Sikki pada
pemilih tradisional pedesaan. Kolaborasi akademis-kultural yang
ditonjolkan tim pemenangan AFR-Maki (Akshari Faksiri Rajamilo-mahlil
Sikki) diprediksi akan cukup efektif mendulang suara. Perbedaan kesan ini
pula yang ditonjolkan pada gambar paket AFR Maki dengan latar warna
Orange sebagai simbol pemimpin yang merakyat.
Berlatar belakang warna orange, foto AFR-Maki terpasang dengan
kostum berbeda. AFR mengenakan jas resmi lengkap dengan dasi
berwarna hitam yang identik sebagai simbol kedalaman ilmu yang
dimilikinya. Sementara MaKi dengan jas hitam warna hitam pula
dipadukan dengan dasi sejata warna sebagai simbol jiwa yang merakyat
dengan semua kalangan masyarakat . Pasangan kandidat AFR MaKi yg
diusung partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat  Nasional
(PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
AFR-Maki adalah sebagai figur pelanjut karya nyata yang telah
dibangun oleh ayah-nya yaitu Radjamilo yang masih menjabat sebagai
Kepala daerah di Kabupaten Jeneponto tahun 2008 - 2013.
Kekuatan pertahanan AFR-MaKi dinilai Partai Demokrat bukan
halangan. Bermodal kekuatan Ihksan iskandar (SIAP) sebagai sekda
kabupaten jeneponto dua periode dan Mulyadi (BISA) sebagai tokoh
masyarakat dan tokoh pemuda, pasangan kandidat SIAP BISA diusung
partai DEMOKRAT, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan
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Pembangunan (PPP), Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Bulan
Bintang (PBB),PBR dan PPPI. Sedangkan pasangan kandidat Drs.H.M.
Syuaib mallombasi,MM dan Drs. Andi mappatunru SH,MH. Yang diusung
partai PKB,PKPB,PPI,PNBKI,PPDI,PRN dan KEDAULATN.
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti maka
penulis membatasinya pada:
“Bagaimana hubungan patrimonialisme dalam pemilihan Kepala
daerah (Bupati) di kabupaten Jeneponto tahun 2013
mempengaruhi pilihan politik masyarakat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian :
Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan patrimonialisme
dalam pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto tahun 2013.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis :
a. Menunjukan secara ilmiah mengenai patrimonialisme dalam
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto tahun 2013.
b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik
kontemporer.
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Manfaat Praktis :
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami realitas partai politik dan budaya politik.
b. Memberikan informasi tentang budaya primordial dalam
pemilihan kepala daerah di kabupaten Jeneponto tahun 2013.
c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu
politik.
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BAB II
Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini yang akan dibahas ada tiga aspek yaitu: Teori
Struktruasi, dan Patrimonialisme. Keduanya akan diuraikan lebih  lanjut.
A. Teori Stuktruasi
Teori strukturasi merupakan teori sosial dari penciptaan dan
reproduksi sistem sosial yang didasarkan pada analisis dari
struktur dan agen. Teori ini diusulkan oleh sosiolg Anthony Giddens yang
meneliti fenomenologi, hermeneutika , dan praktek-praktek sosial di
persimpangan yang tidak terpisahkan dari struktur dan agen. Para
pendukungnya telah mengadopsi dan memperluas posisi yang seimbang.
Anthony Giddens mengadopsi pasca-empiris . frame untuk teori,
karena ia prihatin dengan karakteristik abstrak hubungan sosial. Hal ini
membuat setiap tingkat lebih mudah diakses melalui analisis ontologi yang
merupakan pengalaman sosial manusia: ruang dan waktu. Tujuannya
adalah untuk membangun sebuah teori sosial yang luas. Fokusnya
terhadap abstrak ontologi disertai pengabaian umum dan tujuan
dari epistemologi atau rinci metodologi penelitian .Gidens menggunakan
konsep-konsep dari objektivis dan subyektif teori-teori sosial, fokus
membuang objektivitas pada struktur terpisah, yang tidak memiliki hal
untuk elemen humanis dan perhatian eksklusif subyektivisme untuk setiap
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instansi atau kelompok tanpa mempertimbangkan konteks sosial-
struktural.
Bagi Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat dipisahkan. Namun
keterkaitan itu merupakan hubungan dualitas (timbal balik) bukan
hubungan dualisme (pertentangan). Bagi Giddens, struktur adalah aturan
(rules) dan sumber daya (sources) yang dibentuk dari dan akhirnya
menghasilkan praktik sosial. Struktur juga tidak bisa dilepaskan dari aspek
ruang dan waktu. Jika menurut Marx, pembagian masyarakat adalah
berdasarkan cara produksi ekonomi dari tiap kelas masyarakat, Bagi
Giddens adalah bagaimana tiap lapisan masyarakat menciptakan dimensi
ruang dan waktu. Salah satu contohnya adalah modernitas dan
globalisasi. Menurut Giddens, aturan yang dimaksud tidak bersifat
mengekang malah memberdayakan (enable). Itulah kenapa disebut
Giddens sebagai sumber daya dan mediasi.
Menurut Giddens, seperti dikutip Ritzer dan Goodman, bahwa “Setiap
penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan tindakan
(seringkali digunakan secara sinonim dengan agensi), dengan
struktur…tidak mungkin struktur ‘menentukan’ tindakan atau sebaliknya”4.
Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada “praktik
sosial yang tengah berlangsung” sebagaimana dinyatakannya, bahwa
“ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah
4 Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai
Perkembangan Mutakhir, terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008, hlm. 568.
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pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial
apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu”5
Strukturasi memandang pentingnya praktik sosial baik dalam aksi
maupun struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada “suatu
cara dimana struktur sosial (social structure) diproduksi, direproduksi, dan
diubah di dalam dan melalui praktik”. Pengertian strukturasi dikaitkan
dengan konsep dualitas struktur, dimana struktur-struktur diproduksi dan
direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui me-
dium tindakan sosial. Teori strukturasi Giddens mencakup tentang
kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal
tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan
sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur (agency
and structure) dalam sosiologi. Melalui teori strukturasi Ginddens
berusaha untuk melampaui batas-batas fungsionalisme dan kegigihannya
dalam mentransformasikan dikotomi antara agen dan struktur telah
diterima dalam lingkungan sosiologi mutakhir.
Giddens konsisten melihat struktur dalam kehidupan masyarakat
sebagai sesuatu yang tidak lepas dari tindakan manusia yang berada di
dalamnya, begitu pula sebaliknya. Sosiolog kenamaan dari Inggris terse-
but mengamati dan menyimpulkan bahwa lingkungan sosial dimana
manusia berada tidak hanya terdiri dari aneka peristiwa atau tindakan
yang kebetulan, namun merupakan sesuatu yang terstruktur. Ada
5 Ibid. 569
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keteraturan yang mendasari dalam cara orang berperilaku dan dalam
hubungan dimana mereka berdiri satu sama lain. Untuk tingkat tertentu
akan sangat membantu untuk membayangkan karakteristik struktural dari
masyarakat sebagai menyerupai struktur bangunan. Sebuah bangunan
memiliki dinding, lantai dan atap, yang bersama-sama memberikan
“bentuk” tertentu atas format bagunan itu. Tapi metafora bisa sangat
menyesatkan jika diterapkan terlalu ketat. Sistem sosial terdiri dari
tindakan manusia dan berbagai hubungan tentang apa yang memberi pola
dan bagaimana pengulangannya di seluruh periode waktu dan jarak
ruang. Dengan demikian ide-ide reproduksi dan struktur sosial itu sangat
erat terkait satu sama lain dalam analisis sosiologis. Kita harus memahami
masyarakat manusia menjadi seperti bangunan yang setiap saat sedang
direkonstruksi oleh susunan batu bata yang membentuk bangunan itu.
Tindakan orang itu semua dipengaruhi oleh karakteristik struktural dari
masyarakat dimana orang itu dibesarkan dan hidup, pada saat yang sama
manusia menciptakan (dan juga sampai batas tertentu mengubah)
karakteristik struktural dalam tindakan mereka.
Dalam teori strukturasinya Gidden mengaitkan struktur dan tindakan
sosial itu dalam relasi agensi, yang melahirkan praktik-praktek sosial
dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara tersusun atau terstruktur
yang berpola dan bukan sebagai suatu kebetulan. Fokus yang penting
dari teori strukturasi adalah hubungan antara agensi dengan struktur
(agency and structure), yakni untuk menjelaskan dualitas dan hubungan
17
dialektis antara agensi dengan struktur. Bahwa antara agensi dan struktur
tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain, keduanya merupakan dua
sisi dari koin yang sama. Semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan
semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan struktur terjalin erat
dalam aktivitas atau praktik yang terus menerus dijalankan manusia.
Menurut Giddens, aktivitas “tidak dilakukan oleh aktor sosial namun
secara berkelanjutan diciptakan ulang melalui sarana yang mereka
gunakan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan
melalui aktivitas-aktivitas mereka, agen menghasilkan sejumlah kondisi
yang memungkinkan aktvitas-aktivitas ini”6
Agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas
peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa
tersebut, dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak
melakukan intervensi. Agen, menurut Giddens “memiliki kemampuan
menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak
mungkin ada tanpa kekuasaan; jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia
kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Giddens jelas
mengakui adanya sejumlah hambatan terhdap aktor, namun tidak berarti
bahwa aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan perbedaan. Bagi
Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektivitas karena
tindakan melibatkan kekuasaan, atau kemampuan mengubah situasi. Jadi
teori strukturasi Giddens menempatkan kekuasaan pada aktor dan
6 Ibid. 569
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tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung men-
gabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan niat aktor
(fenomenologi) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural)”7
Menurut teori strukturasi Giddens, hubungan antara agen dan struktur
bersifat dualitas, bukan hubungan dualisme. Dalam pandangan Giddens,
merupakan sesuatu yang sudah jelas jika dikatakan ada perbedaan antara
pelaku (agen, aktor) dan struktur, sebagaimana dikatakan ada keterkaitan
antara struktur dan pelaku atau sebaliknya.
B. Patrimonialisme
Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan
authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi
pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri
diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan
kroni dekatnya.Seringkali menggunakan kekerasan gunamempertahankan
posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri
pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan
belum mencapai tahap birokratis dan modern. Unsur pertama adalah
klientisme. Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun
oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi modern, pusat
loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam klientisme,
loyalitas ada pada pribadi penguasa. Dalam birokrasi modern, ada
pembagian wewenang yang dihormati, seperti yang digariskan dalam trias
7 Ibid, 571
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politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tapi, dalam klientisme,
penguasa menerabas batas itu sesukanya, mencampuri atau
mengintervensi wewenang legislatif ataupun yudikatif.
Dalam birokrasi modern, hubungan antara penguasa dan
lingkungannya bersifat legal, rasional, serta terbuka. Namun, dalam
klientisme, hubungan yang dominan bersifat patron-klien. Loyalitas
terhadap penguasa diikat oleh karisma individual ataupun reward material
(ekonomi) yang didistribusikan secara tertutup. Tak jarang, dalam
pemerintah yang patrimonial, ada sejumlah pengusaha yang "dipelihara"
oleh penguasa. Pengusaha ini diberi perlindungan politik dari aneka
tuntutan hukum, serta mendapatkan fasilitas tambahan. Sebagai
imbalannya, mereka menyetor dana yang besar bagi kas politik penguasa
untuk menjalankan politik patrimonialnya.
Unsur kedua adalah kaburnya wilayah publik. Dalam birokrasi
modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang
pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik.
Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang
sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya mesti transparan.
Sedangkan dalam pemerintah patrimonial, batas wilayah publik dan
pribadi dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang
seharusnya berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi,
tanpa keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban. Kekaburan inilah
yang menjadi sumber maraknya korupsi di semua pemerintahan yang
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bergaya patrimonial. Unsur ketiga adalah kultur nonrasional. Birokrasi
modern berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi
dan validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan
corak pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional,
dalam segala bentuk mistisisme ataupun kultus individual. Dalam birokrasi
modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang
pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot mistik
yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan supernatural tertentu,
atau keturunan sebuah dinasti atau moyang yang mahasakti atau kaliber
seorang wali. Dengan mistisisme itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi
lebih dalam. Bahkan, informasi yang menjadi landasan kebijakan
publiknya sebagian dianggap turun dari kahyangan, yang tak dapat
diverifikasi di dunia nyata.
Negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di
satu sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat,
mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai
stuktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani
segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke
perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi
negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal
sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal,
menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasi secara
tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau
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sering disebut dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan
masa lalu (Eko, 2008:9).
. Tak ada satu pun pemerintahan modern yang ekonominya maju,
ilmu pengetahuannya tinggi, dan pemerintahannya bersih, serta jaminan
hak asasinya baik, yang bercorak patrimonial. Korupsi yang merajalela
dalam sistem birokrasi Indonesia, salah satu sebabnya adalah model
birokrasi patrimonial yang dianut oleh Indonesia. Seperti dikemukakan
Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana
jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan
pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan ‘bapak-anak
buah’ (patron-client).
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di
mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula,
hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh
hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian
hubungan Warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya
di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi
jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan
yang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja
dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup
yang telah terjadi.
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Eisenstadt dan Roniger (1984) dalam bukunya Patrons, Clients and
Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, ada
empat alasan utama mengapa politik kekerabatan lebih disukai elite-elite
politik di suatu negara.
Pertama, kepercayaan (trusty) ini lebih disebabkan karena kerabat
lebih dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti lazim dilakukan
politikus pemburu kekuasaan. Kedua, loyalitas (loyality) kerabat akan jauh
memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik
terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar
ketimbang orang lain. Ketiga, solidaritas (solidarity) kerabat dipastikan
jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh dalam memiliki terutama
dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan
kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat. Keempat,
proteksi (protection) ini terkait dengan model mempertahankan gengsi dan
kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama
akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga
ketimbang orang lain.
Amich Alhumami (2010), peneliti sosial dari University of Sussex,
Inggris, politik model regenerasi ini akan melahirkan politik kekerabatan
yang dibangun di atas basis pemikiran doktrin politik kuno: darah lebih
kental daripada air (blood is thicker than water). Doktrin ini menegaskan,
kekuasaan karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan,
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kekayaan, dan aneka social privileges harus tetap berputar di antara
anggota keluarga dan para kerabat saja.
Kekuasaan tak boleh lepas dari genggaman orang yang punya
hubungan persaudaraan, sehingga harus terdistribusi dan hanya bergerak
melingkar di antara pihak-pihak yang memiliki pertalian darah. Merujuk
pada dalil blood is thicker than water itu, di era modern, politikus
mewariskan kekuasaan kepada kerabatnya dengan cara memanipulasi
sistem politik demokrasi. Ini adalah bentuk manipulasi sistem politik
modern melalui mekanisme pemilu atau pilkada (demokrasi prosedural)
yang memang mengandung banyak kelemahan.
Mewariskan jabatan atau kekuasaan politik secara prosedural
melalui pelaksanaan pilkada, apakah itu kursi gubernur, bupati atau
walikota kepada istri, anak, menantu, atau saudara yang hanya berputar
di kalangan kerabat penguasa (incumbent) tidaklah melanggar hukum,
karena tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pilkada.
Namun praktik ini jelas melanggar fatsun politik (etika, kepatutan, dan
norma umum). Karena model ini jelas akan menyumbat regenerasi calon
pemimpin politik lokal berdasar pada kompetisi yang fair yang seharusnya
bertumpu pada rekam jejak keilmuan, kemampuan dan integritas moral.
Jangan sampai pilkada hanya menjadi ritual demokrasi prosedural untuk
melestarikan aristokrasi yang melahirkan raja-raja kecil di ’kerajaan’
daerah.
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Pilkada di Indonesia saat ini kian penuh ironisme. Di satu sisi,
rakyat kian apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat
dalam pilkada cenderung turun. Apatisme masyarakat ini justru
dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan
kekayaan. Mereka adalah orang-orang yang ingin melanggengkan
kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarganya.
C. Kerangka Pikir
Fenomena majunya calon kepala daerah yang mempunyai
hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya atau incumbent
sebenarnya sangat ironis. Hal ini menandakan bahwa kursi kepala daerah
adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah dan bisa
dijadikan sarana untuk mengeruk kekayaan serta melanggengkan
kekuasaan. Model regenerasi kepemimpinan politik lokal yang berbasis
pada kekerabatan ini lambat tapi pasti akan menggeser isu demokrasi ke
aristokrasi. Wacana politik akan kian elitis karena tak ada lagi kompetisi
yang seimbang dan fair antara calon orang biasa dan ’orang luar biasa’.
Calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan incumbent pasti akan
lebih diuntungkan ketimbang calon lain. Pemilukada di Kabupaten
Jeneponto digelar tanggal 18 September 2013, pada pemilihan tersebut
hubungan patrimonialisme berperan dalam pilihan politik masyarakat
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BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Lokasi
Penelitian, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan
diuraikan lebih lanjut.
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Kabupaten Jeneponto dengan objek penelitian
tentang intensitas budaya politik dalam pemilihan kepala daerah (BUPATI)
tahun 2013. Alasan memilih Budaya patrimonialisme karena budaya
partimonialimse memiliki pengaruh besar dalam pemilihan kepala daerah
di Jeneponto tahun 2013, dimana kabupaten jeneponto dikenal sebagai
daerah yang kekerabatannya masih sangat tinggi.
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian
Dasar penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana penelitian
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan. Alasan menggunakan penelitian deskriptif
adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta tentang patrimonialisme di pemilihan Bupati
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Jeneponto. Namun demikian, dalam perkembangannya selain
menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung
sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi
maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel
lain. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi.
prespektif fenomenologi yang memandang perilaku dan budaya suatu
masyarakat sebagai produk dan bagaimana orang 33
melakukan penafsiran terhadap dunia mereka sendiri, sehingga
tugas dari peneliti adalah menangkap dan menjelaskan secara ilmiah
proses tersebut. “Fenomenologi mempercayai bahwa realitas adalah hasil
konstruksi sosial dan realitas juga merupakan hasil berbagi pengalaman
berinteraksi antara satu orang dengan orang lain”.35 Dikarenakan
kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami
perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-
angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam
dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada
kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan
oleh masyarakat terhadap suatu fenomena. Alasan menggunakan
penelitian ini karena menggambarkan dan menganalisis tentang
fenomena sosial politik terkait hubungan patrimonialisme dalam pemilihan
bupati Jeneponto. Fenomenologi diharapakan mampu untuk menjawab
keterkaitan kekerabatan dikalangan elit politik lokal untuk mencari
dukungan dalam sistem politik lokal di Jeneponto.
28
C. Sumber Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut
penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran
tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian
peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data
yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil
wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti
turun langsung ke masyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam
berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di
lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti
mendapatkan data-data seperti, data-data respon tokoh masyarakat dan
masyarakat awam terhadap fenomena politik yang  terjadi pada pemilihan
kepala daerah di kabupaten Jeneponto.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data penunjang penelitian. Dalam penelitian
peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan
data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal.serta sumber
informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini yaitu:
a. Wawancara
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara. Proses pengumpulan data dengan
wawancara mendalam peneliti membaginya menjadi dua tahap, yakni :
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam
wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada
yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk
mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah
mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat
perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk
melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti
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membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi
terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap
lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku
subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti
melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti
sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai. Peneliti
selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek
penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada
subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia
untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek
tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat.
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman
berdasrkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti
melakukan  analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-
langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab
ini. setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang
dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang
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dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan
yang dimaksud. Komponen Informan yang akan penulis wawancarai untuk
pengumpulan data ini adalah:
- Tokoh Masyarakat Jeneponto
- Tim Pemenangan Pemilukada Jeneponto
- Akademisi
Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan
kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini
berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup
untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
b. Dokumen/Arsip
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data
dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari
sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.
Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim
audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya.
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E. Teknik Analisa
Proses pengumpulan dan analisa data dilakukan pada waktu
bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus
menerus sampai pada titik kejenuhan data. Pada tahap ini dilakukan
proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data
dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung
sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi,
memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis
memo. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara
yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainnya, penulis
langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih
teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena
keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian
data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu
penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab
pembahasan pada penulisan hasil penelitian.
Tahap terakhir peneliti melakukan pencatatan pola-pola,
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan
berbagai proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data
selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.
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BAB IV
PEMBAHASAN
Hubungan patrimonialisme dalam pemilihan Kepala daerah
(Bupati) di kabupaten Jeneponto tahun 2013
A. Kontestasi Politik Patrimonial di Kabupaten Jeneponto
Budaya birokrasi patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang
sulit dipisahkan dengan birokrasi Jeneponto. Ia merupakan suatu hasil
proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan
kolonial dan birokrasi Jeneponto kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial
tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang
turut menentukan jalannya rekruitmen jabatan birokrasi. Jabatan-jabatan
birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kecerdikan orang tersebut
berhubungan dengan pemegang jabatan di tingkat atas. Kenaikan jabatan
lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah,
perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik.
Kekuasaan patrimonalisme terus berlangsung dan dipertahankan
dalam pola-pola tertentu yang sejatinya adalah merupakan bagian dari
dinamika demokratisasi lokal yang berkembang di Jeneponto. Begitu
pula dengan keputusan-keputusan politik dalam kehidupan masyarakat
Jeneponto lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh peran seorang
Karaeng.  legitimasi kepemimpinan karaeng bisa lebih kokoh daripada
bentuk kepemimpinan birokratif yang cenderung legal dan formalistik.
Legitimasi ini berperan aktif bahkan mendominsai kepemimpinan terutama
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dalam masyarakat tradisional Jeneponto. Dimana struktur dan strata
sosial sangat menggema. Apalagi masyarakat Jeneponto dikenal sebagai
masyarakat yang terikat dalam klaim patron-client. Pola-pola pengaruh
pemimpin karaeng banyak didasarkan kepada kepemilikan kekuasaan
sosial. Dalam teori sosiologi kekuasaan sosial karaeng ini dirumuskan
sebagai kemampuan untuk mengontrol pihak lain. Kekuasaan sosial ini
juga sering dikaitkan dengan wewenang (authority) atau pengaruh
(influence).
Kepemimpinan seorang karaeng dalam kehidupan sangat unik,
dalam arti mempertahankan ciri-ciri pramodern, sebagaimana hubungan
pemimpin-pengikut yang didasarkan atas sistem kepercayaan
dibandingkan hubungan patron-klient yang sebagaimana diterapkan
dalam masyarakat pada umumnya. Masyarakat Jeneponto menerima
kepemimpinan karaeng karena mereka mempercayai pemimpin lokal yang
memiliki pengaruh kuat dalam budaya lokal. Hal ini senada dengan yang
dikatakan Muh. Ardianto :
“ disini orang bergelar karaeng punya kuasa, dihormati, apa yang
mereka bilang cenderung diikuti, apalagi kalau mereka mendukung
salah satu calon, biasanya mereka mengarahkan masyarakat untuk
ikut apa yang mereka pilih, dan biasanya orang mengikuti pilihan
karaeng“8
Hal senada juga diungkapkan Nur Jalil, SE. MH:
8 Wawancara dengan Muh.Ardianto, selaku perwakilan masyarakat Jeneponto
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“ kuatnya tradisi kekaraengan yang kemudian dimanfaatkan
Karaeng untuk mendominasi. masyarakat relatif larut dalam
wacana golongan Karaeng yang kemudian menerima apa adanya
kekuasaan Karaeng. “9
Ketaatan serta harapan masyarakat untuk mendapatkan nilai
penghormatan dari karaeng menjadikan pola kehidupan politik masyarakat
Jeneponto menjadi sangat monolitik namun disisi lain fenomena demikian
menjadi sangat berarti bagi karaeng yang mempunyai kemampuan secara
politis untuk bisa masuk di ruang publik.
Ada tiga alasan yang mendorong penulis melihat golongan
karaeng dijadikan tolak ukur:
1. Golongan karaeng masih menjadi isu marginal dan belum
banyak dijadikan objek kajian.
2. Karaeng sebagai sebuah strata sosial tertinggi dalam pelapisan
masyarakat Jeneponto ternyata mempunyai posisi yang sangat
menentukan struktur politik, ekonomi dan sosial.
3. Membicarakan dinamika politik pemerintahan tidak pernah
lepas dari eksistensi golongan karaeng. Tiga alasan ini sudah
cukup untuk mengatakan pentingnya kiprah golongan karaeng
ditelisik dalam ranah politik lokal pasca pemberlakuan politik
9 Wawancara dengan Nur Jalil, SE,MH selaku anggota KPUD Jeneponto, tanggal 12
Desember 2013,pukul 13.18 wita di Kantor KPUD Jeneponto.
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desentralisasi dan liberalisasi politik. Di tengah arus politik
desentralisasi dan liberalisasi politik, gerakan dan kiprah politik
golongan karaeng semakin nyata bentuknya. Bahkan, posisinya
semakin kuat dalam peta politik di Jeneponto.
Patrimonialisme yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat
pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum
yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka politik
kekerabatan dapat berarti negatif. Pada masa reformasi sekarang ini,
watak dasar politik patrimonial tetap berlangsung, namun dengan format
dan tampilan yang berbeda ditandai dengan menyebarnya kekuasaan ke
sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan
desentralisasi politik. Para penguasa lokal memerankan diri sebagai raja
bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan
atau sumber daya material (uang). Pemeran politik patrimonial bukan lagi
terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik
(parpol) yang menjamur terus bermunculan semakin banyak mengatas
namakan rakyat.
Dengan dikeluarkannya UU 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang sangat luas
kepada daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dengan adanya otonomi
daerah dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada putra daerah
untuk membangun daerahnya. Otonomi daerah, partisipasi masyarakat
diharapkan lebih banyak dalam membantu pembangunan. Namun dalam
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prakteknya ternyata otonomi daerah ini bukan seperti itu. Malah otonomi
daerah ini memberikan keluasan kepada elite untuk menguasai daerah.
asih banyak lagi politik dinasti yang dipraktekkan di daerah-daerah. Baik
itu sebagai pimpinan tertinggi (Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, dan Wali
Kota/Wawali) ataupun hanya ditempatkan sebagai pimpinan SKPD. Bisa
dikatakan politik dinasti sudah menjamur di daerah-daerah otonom.
B. Kekuatan Patrimionial dibalik Pemilukada Jeneponto
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara
langsung sebagai momentum suksesi kepemimpinan di daerah, dewasa
ini telah menjadi sebuah momen yang sangat menentukan nasib satu
daerah terkait. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia
dimulai sejak tahun 2005. Pemilukada meliputi pemilihan gubernur,
pemilihan walikota dan pemilihan bupati. Pilkada menurut UU no 32/2004
tentang pemerintahan daerah adalah : “bahwa pelaksanaan pilkada
langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan
demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip
otonomi daerah seluas-luasnya”.10 Pada pasal 56 ayat 1 UU no 32 tahun
2004 berbunyi : “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”11
10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2007.
11 ibid.
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Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah
yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Derah (DPRD). Secara
umum kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih
secara demokratis. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh seorang wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah (UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Semua tingkatan daerah di
Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah secara langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang
bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala
daerahnya yang berkualitas. Seperti yang diungkapkan Syamsul Ardi
Jahini:
“saya percaya bahwa dengan diadakan pemilihan bupati dan wakil
bupati secara langsung membuka kesempatan bagi masyarakat
Jeneponto untuk memilih sesuai dengan pilihannya, mereka tau
mana yang baik dan tidak untuk memimpin Jeneponto, dan ini
adalah sebuah proses demokrasi dari rakyat untuk rakyat”12
Proses pemilihan kepala daerah secara langsung senantiasa
diharapkan dapat membawa perubahan berdemokrasi kearah yang lebih
baik, serta dapat pula memperkokoh semangat demokrasi di daerah
khususnya. Dalam proses penyelenggaraannya pemilihan kepala daerah
berlangsung secara bertahap. Tahapan dalam pelaksanaannya dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Pendaftaran pemilih calon bupati dan wakil bupati
12 Wawancara dengan Syamsul Ardi Jahini selaku sekertaris lurah tanggal 12 desember
2013,pukul 10,15 wita di kantor lurah
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2. Penentuan calon bupati dan wakil bupati
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik
4. Pengadaan kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan
pemilihan kepala daerah).13
Keterlibatan rakyat secara langsung dalam Pilkada, berimbas pada
dua dampak langsung yang melekat pada pelaksanaannya. Di satu sisi
keterlibatan rakyat tersebut merupakan satu hal yang positif, yakni mulai
terbangunnya satu pilar demokrasi di mana keterlibatan tersebut telah
menguatkan kesejajaran rakyat sebagai subjek. Namun di sisi lain
keberadaan suksesi kepemimpinan secara langsung yang tidak dibarengi
oleh kemandirian dan kapasitas rasional yang tercermin dari minimnya
pengetahuan dan kesadaran politik dengan baik, tak lebih hanya
mengarahkan rakyat sebagai objek politik semata.
Salah satu variabel sistem politik adalah kebudayaan politik. Bahkan
oleh sementara ilmuwan politik dikatakan bahwa kebudayaan politik
(political culture) merupakan salah satu variabel penting dalam sistem
politik, karena variabel ini lebih mencerminkan faktor-faktor subyektif
dibanding dengan variabel-variabel lainnya. Dalam hal ini, kebudayaan
politik lebih dimaksudkan sebagai keseluruhan pandangan politik seperti
norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, legitimasi, pengaturan
13Supriyanto. 2008. Peraturan Pemilihan Kepala Daerah.
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kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan
partai-partai politik, prilaku aparatur pemerintah serta gejolak masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah, dan bahkan dianggap sebagai
pandangan hidup manusia pada umumnya.14
Di tengah gegap gempita deliberasi politik dengan skema Pilkada
Langsung Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati. Tampaknya
politik klan yang berbasis pada jejaraing politik keluarga masih
mendapatkan ruang yang istimewa. Deliberasi politik dalam skema suara
terbanyak semestinya diwarnai kontestasi yang massif dalam
memperebutkan suara rakyat. Akan tetapi kenyetaannya, di berbagai
daerah, banyak diikuti oleh kerabat dan keluarga penguasa dan pejabat
terkenal dengan modal politik dan ekonomi yang kuat, seperti halnya di
Jeneponto.
Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan
sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang
atau  kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih
merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun
tidak langsung. Menurut Surbakti (tahun:1992) menilai perilaku memilih
ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan
serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau
tidak memilih dalam pemilihan umum15[24]
14 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia, SIC, Surabaya, 2002, hal. 31-32
15Ibid, hal 145
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Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas
dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku
politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya,
sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas
rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
Seperti yang diungkapkan Muh.Ardianto :
“Masyarakat Jeneponto memiliki hubungan kekerabatan atau
keluarga yang sangat kental, dan nilai-nilai budaya itu masih terus
dipertahankan, dan karena itulah jika dalam pemilihan bupati, ini
menjadi salah satu yang selalu diperhatikan oleh kandidat untuk
menuai suara16”
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih.
Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang
yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau
keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik
tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada
juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada
ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam
mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi
kepartaian sistem sosial,media massa dan aliran politik.  Seperti yang
diungkapkan Syamsul Tanro, SH:
“walaupun disini kekerabatan kental tapi ada juga dalam satu
rumah tidak semua pilihan politiknya sama, ada juga yang berbeda,
untuk orang-orang yang mengerti tentang pemilihan bupati, mereka
16Wawancara dengan Muh.Ardianto, selaku perwakilan masyarakat Jeneponto
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lebih melihat figure calon dan juga apa yang bias didapat ketika
mereka memilih.”17
Seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah
mempertimbangkan untung ruginya sejauh mana program-program yang
disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau
sebaliknya malah merugikan. 30 Desember merupakan hari paling
bersejarah dalam diri Drs H. Iksan Iskandar MSi Karaeng Ninra. Iksan
akan dikukuhkan menjadi Bupati Jeneponto menggantikan Radjamilo. Pria
yang dikenal bersahaja serta santun ini telah memiliki seabrek program
yang siap diimplementasikan selama lima tahun untuk kesejahteraan
masyarakat Jeneponto. Seperti yang dikatakan Drs H. Iksan Iskandar MSi
Karaeng Ninra :
Gagasan sentral kami adalah 'Siap bisa untuk perubahan
Jeneponto''. Untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik,
maka kami harus lebih dulu mewujudkan sistem pemerintahan
yang baik. Jika para aparatur bekerja maksimal, maka implikasinya
akan memberikan penguatan pada daya saing daerah. Prosesnya
kemudian sudah jelas akan meningkatkan kemajuan serta
kesejahteraan rakyat. Perubahan fundameltal serta paling
mendasar yang akan dilakukan adalah soal kinerja aparatur serta
sistem birokrasi. Ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik.18
17Wawancara dengan Syamsul Tanro, SH selaku Anggota Komisi I  DPRD
Jeneponto,tanggal 13 Desember 2013 pukul, 10,00 wita di kantor DPRD Jeneponto
18http://beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/16538-bupati-jeneponto-iksan-
iskandar.html
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Para pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya
paling minim. Dalam konteks teori semacam itu, sikap dan pilihan politik
tokoh-tokoh populer tidak selalu diikuti oleh para pengikutnya kalau
ternyata secara rasional tidak menguntungkan. Beberapa indikator yang
biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya
bagi pejabat yang hendak mencalonkan, diantaranya:, Kualitas,
kompetensi, dan , integritas kandidat. Hal ini  juga diungkapkan Syamsul
Tanro,SH:
“kekuatan dari bupati terpilih selain memiliki hubungan
kekerabatan, faktor yang utama adalah figur beliau, secara
personal memiliki kecakapan untuk memimpin jeneponto, beliau
pekerja keras dan isu utama yang diangkat adalah reformasi
birokrasi, cermin sikap beliau inilah yang menjadi daya tarik bagi
masyarakat untuk memilih beliau di TPS”19
Individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai
makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang
mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.20
Sementara itu Ramlan Surbakti dan Dennis Kavanaagh menyatakan
bahwa pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk
kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak
hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya
dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari
19 Wawancara dengan Syamsul Tanro, SH selaku Anggota Komisi I  DPRD
Jeneponto,tanggal 13 Desember 2013 pukul, 10,00 wita di kantor DPRD Jeneponto
20 Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
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alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada.21Pemilih di dalam pendekatan
ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan
informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu
bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasan melainkan menurut
pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi,
pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus
menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk
menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang
terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri
(self interest) maupun untuk kepentingan umum.
Akses masyarakat hanya terbuka pada pencoblosan calon, tetapi
tidak pada pencoblosan realisasi program. Akses masyarakat, dibuka
dalam satu gerbong saja. Yakni, gerbong pemilihan tapi tidak meluas
pada kebebasan menentukan program apa yang mereka butuhkan dan
pengontrolan program agar terealisasi secara mapan dan transparan.
Sehingga demokrasi yang coba digulirkan, hanya berkutat pada kalangan
elit tapi tidak menyentuh akar rumput.
Pemilukada di Kabupaten Jeneponto digelar tanggal 18 September
2013, beberapa nama yang marak diperbincangkan; AFR (Ashri Faksiri
Radjamilo) ,SIAP (Iksan Iskandar Karaeng Ninra),Sahabat petani (Mahlil
21 Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono, dan Ramlan
Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.146
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sikki), BISA (Mulyadi) dan beberapa nama yang siap untuk menjadi orang
01 maupun menjadi orang 02 di Kabupaten Jeneponto .
Dua keturunan kerjaan bersaing ketat. Keturunan Kerajaan Binamu,
Ikhsan Iskandar Kr. Ninra bahkan dinilai dari awal berpotensi menyalip
keturunan Kerajaan Bangkala Ashari Fakshsiri Rajamilo Kr. Raja. Seperti
diketahui, kultur masyarakat Jeneponto dikenal erat memegang kultur
primordial dalam memilih pemimpin, utamanya kepala daerah.  Seperti
yang diungkapkan Syamsul Tanro, SH
“Dalam pemilu kemarin terlihat pertarungan para karaeng yang
berusaha memikat hati masyarakat lewat budaya, adu gengsi
kekuasaan sebenarnya terjadi disini”22
Persaingan Ashari dan Ikhsan merupakan persaingan pengaruh
Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu. Hal ini seperti yang dikatakan
Gidden, Struktur juga terbentuk karena adanya tradisi, institusi, aturan
moral serta cara-cara mapan melakukan sesuatu, dan hal ini semata-mata
merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan agen. Terbentuknya
struktur juga membutuhkan waktu yang panjang, karena melewati satuan
waktu dengan tidak membatasi pada ruang-ruang tertentu.Giddens juga
menyatakan konsep rutinisasi. Rutin, hal apapun yang dikerjakan dengan
kebiasaan, merupakan elemen paling dasar dari aktivitas sosial sehari-
hari. Rutinisasi merupakan hal penting dalam mekanisme psikologis,
22 Wawancara dengan Syamsul Tanro, SH selaku Anggota Komisi I  DPRD
Jeneponto,tanggal 13 Desember 2013 pukul, 10,00 wita di kantor DPRD Jeneponto
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Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh liku disuhu
yang panas, akhirnya KPU Kabupaten Jeneponto pada Selasa,24
Sepetember 2013 menetapkan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati
Jeneponto Drs.H. Ikhsan Iskandar,M.Si dan H.Mulyadi Mustamu,SH
(SIAP-BISA) yang diusung Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Barisan Nasional
(Barnas), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang
(PBB) berhasil memenangkan kompetisi pemilukada dengan perolehan
suara 102.499 atau 51,31 % menyusul Dr.Ashari Fakshirie Radjomilo,M.Si
dan H. Mahlil Sikki,SE,MP (AFR-MAKI) yang diusung Partai Golongan
Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), serta partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura).dengan perolehan suara 89.511 atau 44,81 % dan
terakhir Drs.H.Syuaib Mallombasi,MM dan H.Andi Mappatunru,SH,MH
(SMART-PILAR) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa,Partai Pemuda
Indonesia,Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, dan Partai Nasional
Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) dengan perolehan suara 7.743
atau 3,87 % dengan jumlah partisifasi pemilih 199.753 orang pada 627
TPS .
Dengan demikian calon yang dikenal sebagai pelopor perubahan
berhak meraih tiket menuju pelantikan sebagai Bupati dan Wakil
Jeneponto priode 2013-2018. Direktur Riset dan Strategi Pemenangan
Pilkada Latin Institute yang juga Direktur Eksekutif Indeks Politica
Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir, mengatakan, survei pertama Latin
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Institute bersama IPI, di Jeneponto awal Februari lalu, memang
menunjukkan elektabiltas dan popularitas Ashari (94,65 persen/52,47
persen) jauh mengungguli Ikhsan (75,31 persen/25,51 persen). Namun,
dalam survei terbaru, popularitas dan elektibilitas Ikhsan Kr Ninra yang
juga Sekda Jeneponto ini semakin mendekati Ashari Kr. Raja,” Dalam
kurun waktu yang tidak cukup dua bulan, tren Ikhsan meningkat tajam
5,52 persen. Sedangkan tren Ashari yang juga Putra Bupati Jeneponto,
Rajamilo, ini justru menurun 5,28 persen.
“Faktor-faktor yang membuat, Ikhsan Kr. Ninra semakin mendekati
Ashari Kr. Raja adalah karena sosialisasi yang gencar dilakukan Sekda
Jeneponto ini ditambah dukungan demi dukungan yang terus mengalir
dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh politik. Selain itu, figur Ikhsan
Kr. Ninra dianggap sebagai tokoh bersih, cerdas dan berpengalaman
menangani birokrasi. Jadi kalau dilihat dari berbagai sisi, tidak
membutuhkan waktu yang lama Ikhsan Kr. Ninra akan mengungguli
Ashari Kr. Raja,” hal senada diungkapkan  Nur Jalil,SE,MH:
“mengapa anak Raja Milo kalah dalam pemilihan kemarin, mungkin
masyarakat sudah jenuh dengan pemimpin yang sebelumnya,
mereka pikir gaya kepemimpinan cenderung sama, dan mereka
butuh sesuatu yang baru”23
Hasil Rekapitulasi KPU di atas tidak berbeda dengan hasil
perhitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga pada saat
perhitungan suara yang hasilnya telah diketahui oleh seluruh masyarakat
23 Wawancara dengan Nur Jalil, SE,MH selaku anggota KPUD Jeneponto, tanggal 12
Desember 2013,pukul 13.18 wita di Kantor KPUD Jeneponto.
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Jeneponto. SIAP-BISA unggul di 9 Kecamatan,sedangkan AFR-MAKI
hanya unggul di 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Turatea dan Kecamatan
Bontoramba, namun itu hanya beda tipis dibanding keungulan SIAP
,misalnya di Kecamatan Turatea sebagai kampung AFR hanya beda 222
suara, sedangkan di Kecamatan Kelara sebagai kampung SIAP
mengungguli AFR dengan beda 2.484 suara. Sedangkan SMART-PILAR
yang diperkirakan akan unggul di kampungnya,Kecamatan Arungkeke
ternyata hanya mampu meraih 2.013 suara atau 17,22 %, diungguli oleh
SIAP-BISA dengan 5.841 suara atau 46,89 % dan AFR-MAKI dengan
4.194 suara atau 35,88 %. Yang menarik adalah di Desa Palajau
Kecamatan Arungkeke, SIAP-BISA dengan AFR-MAKI seri dengan
masing-masing 900 suara.
C. Pola Kerja Patrimonial di Jeneponto.
Deliberasi sistem politik pada saat yang sama membuka ruang
kontestasi akan tetapi pada saat yang sama juga menciptakan ruang
politik dimana keluarga/kerabat dari elit-elit politik dan penguasa juga turut
bersaing. Dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya baik penguasa
maupun elit-elit politik lainnya yang telah memiliki posisi politik mapan
jejaring politik keluarga akan lebih mudah untuk dikonsolidasikan untuk
kepentingan politik jangka panjang melalui solidaritas kekeluargaan.
Menguatnya politik klan di tengah sistem deliberative ini oleh banyak
kalangan dikatakan sebagai “neopatrimonialisme”. Benihnya sudah lama
berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang
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mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis,
ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Kini disebut
neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi
baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik
prosedural," Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan.
Demikianlah birokrasi di Jeneponto walaupun secara struktural telah
diadakan perubahan-perubahan dalam rangka menuju birokrasi yang
bertipe legal rasional namun secara cultural nilai-nilai birokrasi tradisional
masih tetap eksis mewarnai birokrasi pemerintahan dalam berbagai
ekspresi yang baru.
Kabupaten Jeneponto, Bupati saat ini harus segera meninggalkan
kursinya karena telah menjabat dua periode. Alternatif yang
menguntungkan harus segera diambil dan disikapi untuk tetap berada
dalam lingkar kekuasaan walaupun bukan secara struktur. Cara paling
sederhana adalah dengan mengadang-gadang putra kandungnya untuk
dapat menduduki kursi nyaman sang Bapak. Dalam waktu dekat akan
diketahui apakah misi politik tersebut dapat terpenuhi.
Ada beberapa kabupaten lagi di Provinsi Sulsel yang berpotensi
mensuburkan politik kerabat atau dinasti politik. Tidak harus anak
kandung, bisa juga sang pemimpin mencalonkan dengan mengusung istri/
suami, adik kandung, atau kerabat dekat yang bertalian langsung.
Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Sulsel. Banyak juga
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Kabupaten dan Provinsi di negara kita menerapkan pendekatan serupa.
Seperti yang diungkapkan Nur Jalil, SE, MH :
“dalam memenangkan pertarungan politik dalam hal ini pemilukada,
setiap kontestan baik perseorangan maupun partai memiliki strategi
politik, yang dimaksud strategi politik adalah cara yang dilakukan
untuk mencapai hasil politik yang diinginkan yaitu kemenangan
politik salah satunya dengan menggunakan cara kekerabatan”24
Patrimonialisme politik merupakan sebuah serangkaian strategi
politik yang digunakan elit politik di Jeneponto yang bertujuan untuk
memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di
pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada
orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang
kekuasaan sebelumnya. Terdapat pula pengertian positif dan negatif
tentang politik kekerabatan. Negatif dan positif tersebut bergantung pada
proses dan hasil (outcomes) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh
jaringan politik kekerabatan bersangkutan
Dalam pemilukada Jeneponto penulis menemukan nama-nama
karaeng yang berperan dalam memobilisasi masyarakat Jeneponto dan
mempengaruhi pilihan masyarakat Jeneponto, Karaeng-karaeng inilah
yang ikut terlibat dalam proses sosialisasi dan menggunakan kekuasaan
sosialnya dalam pemilukada Jeneponto.
1. Karaeng Sutte di Kecamatan Arung Keke
2. Karaeng Syamsul Tandro di Kecamatan Kelara
3. Karaeng Tiro di Kecamatan Rumbia
24 Wawancara dengan Nur Jalil, SE,MH selaku anggota KPUD Jeneponto, tanggal 12
Desember 2013,pukul 13.18 wita di Kantor KPUD Jeneponto.
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4. Karaeng Siga di Jalling di Kecamatan Kelara
5. Karaeng Tingsi di Kecamatan Bangkala
Pola kerja partrimonial yang di Jeneponto penulis menemukan
kesamaan dari setiap karaeng, karaeng mengarahkan pilihan masyarakat
untuk mendukung salah satu calon bupati, legitimasi dan kekuasaan
karaeng diyakini dapat memobilisasi massa berdasarkan ikatan keluarga.
Bagi PNS yang bukan calon kepala daerah atau wakil kepala
daerah diatur bahwa, dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon kepala dan atau wakil Kepala Daerah; dilarang
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan
kampanye; dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye. Walaupun demikian pola kerja patrimonial di Jeneponto juga
menggunakan Pegawai Negeri Sipil, sebagai alat sosialisasi program-
program kampanye, karena keterikatan hubungan keluarga. Netralitas ini
menjadi persoalan krusial ketika beberapa minggu ini di beberapa tempat
sudah mulai muncul indikasi aparat birokrasi didayagunakan dan
dikerahkan untuk mendukung kandidat yang ingin mencalonkan diri
kembali.
Patrimonial di Jeneponto menekankan pada suatu jaringan kerja
hubungan perlindungan yang berbentuk piramida, yang ditandai dengan
hubungan personal antara individu-individu dengan status yang berbeda-
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beda. Dengan demikian, pola relasi antara elit birokrasi dengan struktur
bawah birokrasi mempunyai kecenderungan sifat patron-client (tuan-
hamba) relationship.
Patron adalah posisi dimana ia mempunyai sumber-sumber
kekuasaan yang dapat digunakan untuk melindungi dan memberikan
kebutuhan bagi client untuk menciptakan ketergantungan dan kepatuhan.
Sedangkan klien memiiliki rasa ketergantungan akan bantuan dari
pelindungnya yang mendapat pengaruh. Oleh karena itu, posisi birokrasi
selalu dalam polemik diantara netralitas, monoloyalitas dan
ketidaknetralan. Jika dikorelasikan dengan kultur patrimonialisme, maka
konsepsi politisasi birokrasi menjadi keniscayaan, karena ia menjadi alat
bagi elit untuk keuntungan politik dan ekonomi. Dan ahirnya pada
pelanggengan kekuasaan yang kita rasakan suhunya pada momentum
Pemilukada Jeneponto.
Inilah yang terjadi pada segelintir elit yang berada pada lingkar
kekuasaan. Pandangan ini beragam makna, tapi mempunyai maksud
yang sama dalam perwujudanya. Ketika prilaku ini menjadi jamur dan
rahasia publik dalam masyarakat. Maka sungguh tidak ada yang bisa di
banggakan lagi dari para elit kita.
Empat Balon Bupati Jeneponto bersekutu dengan pasangan calon
Bupati-wakil bupati Jeneponto, Iksan Iskandar Kr Ninra-Mulyadi Mustamu
Kr Tinggi (SIAP BISA) untuk melawan ‘kuatnya’ dukungan putra karaeng
yang juga Bupati Jeneponto, Radjamilo, Ashari Fakhsiri Rajamilo di
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Pemilukada Jeneponto. Ketiga balon bupati yang bersekutu itu
Kaharuddin, Maddo Pammusu Dg Bella, Burhaduddin BT Dg Temba, dan
Iksan Iskandar Kr Ninra. Selain itu, balon wakil bupati Thahal Fasni Kr
Sutte juga turut bergabung dalam koalisi itu. Persekutuan ini bersepakat
mengusung pasangan SIAP BISA.
Kaharuddin yang santer bakal maju berpaket Thahal Fasni Kr
Sutte, memilih mundur dari pencalonan karena faktor partai pengusung
dan rendahnya elektabilitas. Setelah mundur Master Campaing (MC)
Kaharuddin mengisyaratkan satu kekuatan ke Iksan-Mulyadi., Kaharuddin
Adwin Kr Sutte bertemu langsung dengan Iksan-Mulyadi dan Ketua Tim
Iksan-Mulyadi, dr Sapruddin Nurdin, di kediaman Thahal Fasni Kr Sutte di
Desa Kampala Kec Arungkeke mengungkapkan dukungan penuh
Kaharuddin kepada Iksan-Mulyadi.
Sedangkan Thahal Fasni Kr Sutte memang mengundang langsung
pasangan Iksan-Mulyadi kerumahnya di Kampala dan menyatakan
mendukung paket dengan Tagline Siap-Bisa ini. Ketua DPD PKS
Jeneponto ini bahkan menawarkan partainya untuk turut dikendarai Iksan-
Mulyadi maju di Pemilukada Jeneponto. Sedangkan Maddo Pammusu
dan Burhanuddin BT yang gagal mengendarai Golkar juga bersekutu
melawan AFR. Maddo mengajak seluruh tim dan relawan MP di 11
kecamatan se-Kabupaten Jeneponto.
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Pemilu kepala daerah menjadi bagian penting sistem demokrasi,
rezim keluarga menjadi pemburu kekuasaan. Hal itu terlihat dari
menguatnya kecenderungan para petinggi di tingkat lokal menempatkan
keluarga pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Dalam
konteks Kabupaten Jeneponto dimana posisi strategis cenderung
didominasi oleh anggota keluarga bupati yaitu Radjamilo. Sebagai bupati
yang telah menjabat selama dua periode tentu saja dia tidak lagi bisa
mencalonkan diri pada periode ketiga. Sehingga untuk tetap
melanggengkan kekuasaan yang dimiliki maka salah satu cara dengan
mengusung anaknya ikut serta dalam pemilukada berikutnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi teguran keras
kepada Bupati Jeneponto, Radjamilo. Teguran tersebut dipicu informasi
yang diterima Syahrul bahwa Radjamilo lebih banyak mengampanyekan
anaknya, Ashari Radjamilo, dari pada menjalankan tugasnya sebagai
kepala daerah. Radjamilo adalah bupati Jeneponto dua periode. Juga
mantan Ketua DPD Golkar Jeneponto dua periode. Tapi tidak lagi
memimpin Golkar karena tidak diizinkan oleh DPD I Golkar Sulsel yang
kini dipimpin Syahrul. Alasannya, Radjamilo dianggap gagal. Lalu
digantikan oleh Burhanuddin Baso Tika di Golkar, yang tidak lain adalah
wabup Jeneponto. Radjamilo mempersiapkan anaknya untuk maju di
pemiulukada mendatang. Hal ini yang menjadi alasan Syahrul menegur
Radjamilo. Hal itu disampaikan Syahrul Yasin Limpo di Sekretariat DPD II
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Golkar Jeneponto, saat kunjungannya menghadiri HUT Jeneponto,
Minggu 1 Mei 2013.
"Maaf pak Bupati. Bupati harus lebih konsen mengurus rakyat.
Jangan dulu pentingkan pilkada. Pelaksanaan Pilkada Jeneponto
2013 masih jauh. Jadi mohon maaf pak Bupati, jangan urus pilkada
dulu, lebik baik urus rakyat," 25
Pengusungan AFR oleh keluarga Radjamilo yaitu untuk
melanjutkan kepemimpinan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan
menggunakan kekuatan jaringan keluarga dalam birokrasi, partai serta
organisasi masyarakat yang mendukung dalam proses pencalonannya
sebagai usaha untuk meraut massa yang sebanyak-banyaknya dengan
mengendalikan bawahan- bawahan dalam struktur pemerintahan.
Empat partai politik di Kabupaten Jeneponto masing-masing PKS,
Demokrat, Gerindra dan PPP sepakat menolak politik dinasti yang
dibangun Bupati Radjamilo di Jeneponto. Penolakan itu datang dari Korda
DPW PKS Area Selatan Thahal Fasni Kr Sutte, Ketua DPC Demokrat
Jeneponto Alamsyah Mahadi Kulle Kr Sewang, Ketua DPC Gerindra
Jeneponto Paris, Ketua DPC PPP Jeneponto Imam Buhari. Karena
kompak memberi penolakan terhadap politik dinasti ini pula lah yang
25[http://karaengmallombasang.blogspot.com/2011/05/syahrul-larang-radjamilo
sosialisasikan.html
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membuat empat parpol ini juga memilih pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati nomor urut 1, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu.
Thahal Fasni Kr Sutte menjelaskan, politik dinasti yang dibangun
Radjamilo hanya menguntungkan kelompok Radjamilo yang selama ini
kinerja dan tak keberpihakannya kepada rakyat nihil. Diketahui, di Pilkada
Jeneponto ini, Karaeng Radjamilo menurunkan generasinya lagi yang
tidak lain adalah putranya sendiri bernama, Ashari Fakhsiri Rajamilo.
Sementara ketua DPC Demokrat Jeneponto, Alamsyah Mahadi Kulle
Kareng Sewang mengatakan, partai Demokrat paling getol menolak politik
dinasti karena merusak tatanan demokrasi dan keseimbangan politik.
Hal senada diungkap ketua DPC Gerindra dan ketua DPC PPP,
Paris dan Imam Buhri. Menurutnya, dua hal yang membuatnya tak simpati
dengan keinginan Radjamilo yang memaksakan anaknya Ashari Faksirie
Rajamilo, pertama karena karena menolak praktek politik dinasti, kedua
karena Rajamilo dianggap gagal memimpin Jeneponto dua periode ini.
Garis kekeluargaan merupakan penentu utama sistem
kepemimpinan komunal, sekaligus menjadi pola pewarisan kekuasaan
politik tradisional. Politik kekerabatan, dibangun di atas basis pemikiran
yang bertumpu pada doktrin politik kuno: blood is thicker than water --
darah lebih kental daripada air. Doktrin ini menegaskan, kekuasaan
karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan
aneka social privileges harus berputar di antara anggota keluarga dan
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para kerabat saja. Kekuasaan terdistribusi dan bergerak melingkar di
antara pihak-pihak yang memiliki pertalian darah.
Patrimonialisme politik di Jeneponto adalah merupakan gambaran
praktek kekuasaan pemerintahan yang diselenggarakan dan
dipertahankan dengan cara bagaimana kekuasaaan tersebut mampu
mempertahankan kesetiaan elit politik politik yang ada melalui peran
karaeng sebagai tokoh sentral masyarakat adat. Dalam pemerintahan
patrimonial, politik merupakan alat perjuangan elit politik/kelompok/klien
untuk mendapatkan balas jasa dari penguasa. Penguasa dapat
mempertahankan kekuasaannya dengan mempertahankan keseimbangan
kelompok-kelompok/elit yang bersaing.
Dalam pola pemerintahan patrimonial, kekuasaan penguasa
tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetian elit-elit atau
kelompok yang umumnya memiliki resources (status sosial atau bahkan
kekuataan fisik) yang signifikan dalam masyarakat. Resources dalam
perspektif patrimonialisme politik adalah merupakan wujud imbalan klien
pada patron baik berupa bantuan tenaga, pelayanan maupun dukungan
secara politik. Pola relasi patron-klien dalam proses transisi politik
demokrasi yang berlansung di desa ini menjadi kajian yang menarik
terutama dalam rangka menjelaskan pola relasi kontraktual dua aktor
(patron dan klien) sekaligus dampaknya bagi keberlangsungan demokrasi
politik lokal.
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Kalau proses pemilihannya fair dan demokratis serta
kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka politik kekerabatan
dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi
sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti politik kekerabatan juga
ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan
penegakan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Ini seperti
yang diungkapkan Abdul Rahmat, SE:
“secara pilihan politik memang tidak ada salahnya memilih atau
bahkan berusaha mempertahakan kekuasaan dengan memberikan
keluarga untuk mencalonkan diri, Cuma bagi saya itu bisa menjadi
salah kalau tidak memperhatikan kemampuan calon, jangan asal
mau calon dan pilih saja, hasilnya nanti bisa tidak sesuai dengan
yang diharapkan.” 26
Modal, ranah dan praktek, termanifestasi pada model semakin
menguatnya simbolitas-simbolitas lokal yang dieksploitasi oleh elit-elit
lokal dalam persaingan mereka di ranah politik lokal. isu-isu sengit hingga
segmentasi etnisitas, kekeluargaan kemudain menjadi alat politik yang
lumrah digunakan dalam kerangka mempengaruhi dan meraih posisi
politik, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.
Politik  patrimonial mulai mengarah ke dinasti ini sebagai cambuk
bagi berlangsungnya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah yang
diberikan pusat bukannya untuk dirasakan oleh semua masyarakat, tetapi
26Wawancara dengan Abdul Rahmat, SE selaku Anggota KPUD Jeneponto, tanggal 12
Desember 2013 ,pukul 14,00 wita di Kantor KPUD Jeneponto
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lebih kepada elite masyarakat. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa
saat ini di Indonesia sedang tersandera oleh demokrasi modern, yang
disebut politik dinasti. Politik patrimonial dinasti ini meresahkan banyak
kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa kalau politik dinasti ini
dibiarkan, maka akan timbul kerajaan-kerajaan seperti di zaman dahulu.
Dimana yang akan menjadi Gubernur/Bupati/Walikota adalah dari
kelangan, keturunan dan keluarganya saja. Seperti yang dikatakan Muh.
Ardianto:
“walaupun sudah habis masa jabatan Raja Milo, dengan anaknya
maju dalam pemilihan bupati, ini sudah jelas bahwa Raja Milo tidak
ingin begitu saja melepas kekuasaan, karena sudah habis masa
jabatan, kekuatan dan dorongan moral diberikan untuk anaknya
sedapat mungkin mempertahankan kekuasaan.”27
Menjelang berakhir masa jabatannya Bupati Jeneponto Radjamilo
masih nekat dengan berencana melakukan mutasi besar-besaran di
lingkup Pemkab Jeneponto. Rencana mutasi itu tentu saja mendapat
sorotan keras dari Wakil Ketua DPRD Jeneponto Andi Tahal Fasni. Ia
menilai mutasi dan rotasi tersebut tidak sesuai dengan etika birokrasi.
Sebab, Bupati Radjamilo sudah tidak memiliki legitimasi terhadap
pemerintahan. Dia sudah tidak bisa lagi mengambil kebijakan strategis
dalam melakukan mutasi pejabat. Selain itu, mutasi tidak sesuai dengan
kebutuhan di internal birokrasi. Sebab, mutasi dilatarbelakangi persoalan
27Wawancara dengan Muh.Ardianto, selaku perwakilan masyarakat Jeneponto
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dendam politik. Bahkan Tahal menilai ada unsur balas dendam terhadap
pejabat yang tidak mendukung anak bupati itu pada Pemilukada kemarin.
"Mutasi ini terkesan balas jasa kepada pejabat yang tidak
mendukung anak bupati Radjamilo dalam Pemilukada kemarin dan
mengangkat pejabat pendukung anak Bupati untuk menduduki suatu
jabatan," katanya. Menurut legislator PKS itu, mutasi itu tidak seharusnya
dilakukan mengingat ada surat edaran Menteri Dalam Negeri (SE-
Mendagri) Nomor 800/5335 SJ Tertanggal 27 Desember 2012, kepala
daerah dilarang memutasi pejabat struktural enam bulan menjelang
Pilkada berlangsung.
Dengan adanya SE Mendagri ini, maka di daerah mana pun, jika
akan menghadapi pilkada, kepala daerahnya tidak boleh melakukan
rotasi/mutasi pejabat dengan batas waktu enam bulan sebelum pilkada
digelar. SE Mendagri bahwa kepala daerah dilarang melakukan keputusan
strategis seperti mutasi pejabat enam bulan sebelum pelaksanaan
Pemilukada, sampai masa jabatan bupati berakhir.
Politik patrimonial yang mengarah ke dinasti politik melawan prinsip
modernisasi yang mengedepankan sistem berbasis kompetensi,
patrimonial dinasti bukan sekedar persoalan penguasaan pucuk
kekuasaan oleh suatu kelompok, keluarga, etnik atau suku. Namun,
dinasti dalam politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan
kekuasaan. Akibatnya, birokrasi sedapat mungkin dikuasai oleh kelompok
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dinasti. Patrimonial dalam politik meliputi politik parokial serta politik
klientelis. Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan
rapuhnya kesadaran politik masyarakat, . Harapan, mewujudkan
demokrasi di Jeneponto yang penuh warna. Cenderung hanya terwujud
dalam bendera-bendera kampanye dan atribut para calon semata. Tapi
tidak beragam melihat kebutuhan masyarakat, sehingga yang terlihat
hanya satu warna kepentingan. Merealisasikan menjadi penguasa
Jeneponto, tapi melupakan kebutuhan beragam masyarakat yang
menuntut kesejahteraan. Semua itu harus membuktikan Jeneponto siap
menjadi pertarungan berbagai kepentingan politik
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari
hasil penelitian dan pengumpulan data di lapangan terkait patrimonialisme
pada pemilihan bupati di Kabupaten Jeneponto. Jeneponto sebagai salah
satu kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki tradisi kekeluargaan yang
mengakar sejak lama. Dalam hal pesta demokrasi lokal dengan diadakan
pemilihan bupati secara langsung, faktor patrimonialisme menjadi sangat
urgen untuk ditelaah, Kekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih
sehingga memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan
mampu mengubahnya dengan alasan kedekatan , Jika pendidikan politik
tidak dilakukan maka perilaku masyarakat ini tidak akan pernah
menyentuh pada pemikiran-pemikiran rasional untuk menentukan
pilihannya dalam Pemilu.
Kekalahan Ashri Faksiri Radjamilo selaku anak mantan Bupati
Jeneponto  dalam pemilihan bupati memberikan gambaran jelas tentang
partimonialisme tidak serta merta menjadi strategi kemenangan
mendulang suara di Jeneponto, meskipun secara budaya kekeluargaan
begitu kental, namun dalam menentukan pilihan masyarakat Jeneponto
mulai melihat figur calon yang memiliki nilai kapasitas dan kapabilitas
dalam figur Ikhsan Kr. Ninra dianggap sebagai tokoh bersih, cerdas dan
berpengalaman menangani birokrasi. Sistem politik lokal ini tidak
63
membatasi hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih namun
lebih kepada sistem dimana harus ada jeda waktu tertentu bagi seseorang
yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala daerah untuk maju
dalam pentas politik.
Kompetisi politik memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati di
Bumi Turatea telah berakhir. Perang urat syaraf dan ketegangan
masyarakat telah selesai. Saling menghujat dan menjagokan pun
berhenti. Pesta demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan
kewenangan otonomi daerah telah usai,warna-warni umbul-umbul dan
baliho dan segala atribut pemilukada telah dibersihkan .Pertanyaan
tentang siapa pemimpin baru telah terjawab. Kini masyarakat Jeneponto
berada dalam kegembiraan karena pemimpin yang mereka nanti-nantikan
telah datang. Pemimpin yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk
membawa masyarakat dan wilayah menuju kepada kedudukan yang
terhormat,yang aman,adil dan sejahtera. Pemimpin yang mampu
mengembangkan konsep “siri na pacce” menjadi semangat untuk bersatu
memajukan bumi tercinta ini menuju posisi teratas “Paratei Turatea”.
B. Saran
1. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas
kedaulatan di tangn rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta
suatu hubungan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk
rakyat. Perwujudan nyata demokrasi dalam praktek berbenegara
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masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk
menyatakan kedaulatannya atas Negara dan pemerintah.
2. Dalam tatanan demokrasi lokal, pemilihan Bupati di Jeneponto
menjadi sarana masyarakat Jeneponto untuk memilih dalam
konteks rasional intelektual sehingga tidak hanya terjebak dalam
lingkaran kekeluargaan semata, namun melihat sisi kapasitas dan
kapabilitas calon yang akan di pilih.
3. Masyarakat  Jeneponto harus mampu bersikap aktif dan kritis
terhadap politik lokal dengan memindahkan konflik kepentingan
dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat
diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat
tetap terjamin.
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